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Latar Belakang

1. Agenda reformasi kepolisian masih menyisakan persoalan, yakni: praktik 

koruptif dan excessive of power.

2. Tahun 2021 ICW mencatat terdapat 4 kasus korupsi yang melibatkan 4 polisi 

aktif.

3. Laporan KontraS per Juli 2021-Juni 2022 terdapat 677 kasus kekerasan yang 

dilakukan oleh kepolisian.

4. Adanya ketidakadilan yang dialami oleh 135 korban Tragedi Kanjuruhan 

akibat penggunaan gas air mata secara brutal oleh kepolisian.



Tujuan

1. Mengidentifikasi pola penggunaan dan pembelian gas air mata saat 

adanya aksi massa.

2. Menjabarkan sejumlah temuan terhadap pembelian gas air mata oleh 

kepolisian.



Metode

1. Pengumpulan informasi berbasis sumber terbuka (Opentender.net, LPSE, 
SiRUP, pemberitaan, Akta Perusahaan).

2. Data anggaran kepolisian dikumpulkan dari tahun 2005 hingga 2023.
3. Data pemberitaan mengenai penembakan gas air mata oleh kepolisian 

dikumpulkan dari tahun 2015 hingga 2022.
4. Data pengadaan gas air mata yang dikumpulkan oleh tim sejak 2013 

hingga 2022.
5. Pengumpulan data pengadaan menggunakan kata kunci: gas air mata; 

launcher, riot gun.
6. Waktu pengumpulan data pengadaan dilakukan sejak Februari 2023-Juli 

2023.



Gambaran Umum



Anggaran Kepolisian Tahun 2005-2023

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Sejak pemerintahan Joko Widodo, 

alokasi anggaran untuk kepolisian 

cenderung meningkat.

2. Adanya penurunan pada tahun 

2021 diduga karena dampak dari 

refocusing anggaran saat pandemi 

Covid-19.

3. Meski kepolisian cenderung selalu 

mendapatkan kritikan akibat 

pelayanannya yang buruk, 

pemerintah tidak bersikap tegas, 

seperti memotong anggaran.



Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Kepolisian 
2015-2023

Sumber: Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Kepolisian mengelola anggaran 

sekitar 35 persen atau sebesar 

Rp303,5 triliun untuk 

pengadaan dari total uang yang 

dimilikinya sejak tahun 2015.

2. Alokasi anggaran tersebut 

digunakan oleh kepolisian untuk 

membeli/ menyewa jasa melalui 

sejumlah metode, seperti 

tender, penunjukan langsung, 

pengadaan langsung, dan 

e-purchasing.



Pengadaan Perlengkapan Gas Air Mata Tahun 
2013-2022

Sumber: LPSE Polri

1. Pada 2017 terjadi lonjakan 

drastis yang mana kepolisian 

melakukan banyak pembelian 

peralatan gas air mata dibanding 

tahun-tahun sebelumnya yang 

rata-rata hanya 2-5 pengadaan 

per tahun.

2. Publik tidak dapat mengetahui 

alasan di balik pembelian 

peralatan gas air mata karena 

dokumen rencana kerja tahunan 

Polri pun tidak terbuka.



Jenis Perlengkapan Gas Air Mata

Sumber: LPSE Polri

1. Perlengkapan yang paling 

banyak dibeli oleh kepolisian 

adalah amunisi gas air mata 

dengan total lebih dari 868 ribu 

peluru gas air mata.

2. Selain itu, tim peneliti pun juga 

mencatat ada sekitar 36 ribu 

pelontar gas air mata yang dibeli 

dengan nilai kontrak sekitar 

Rp657 miliar.

3. Sejak tahun 2020 dan 2021, 

kepolisian mulai membeli drone 

pelontar gas air mata sebanyak 

17 unit.



Kasus Penembakan Gas Air Mata Tahun 
2015-2022

Sumber: Diolah dari sejumlah pemberitaan

1. Sepanjang tahun 2015 hingga 
2022, terdapat 144 peristiwa 
penembakan  oleh kepolisian.

2. Penembakan gas air mata 
paling banyak terjadi tahun 
2019. Pada saat itu terdapat 
sejumlah aksi massa yang 
memprotes kebijakan 
bermasalah yang dibuat oleh 
pemerintah.

3. Kepolisian cenderung reaktif 
saat menangani aksi massa dan 
menggunakan gas air mata 
sebagai cara membubarkan 
massa. Polanya meningkat 
sejak 2019 hingga 2022.



Sebaran Wilayah Penembakan Gas Air Mata 
Tahun 2015-2022

Provinsi Kasus Provinsi Kasus

DKI Jakarta 28 Sumatera Selatan 3

Sulawesi Selatan 14 Bali 2

Jawa Barat 13 Bengkulu 2

Jawa Timur 10 Gorontalo 2

Jawa Tengah 9 Lampung 2

Sulawesi Tenggara 9 Maluku Utara 2

Sumatera Utara 8 Nusa Tenggara Barat 2

Aceh 5 Nusa Tenggara Timur 2

Kalimantan Timur 4 Sulawesi Tengah 2

Banten 3 Sumatera Barat 2

DI Yogyakarta 3 Jambi 1

Papua 3 Kalimantan Barat 1

Papua Barat 3 Kalimantan Tengah 1

Riau 3 Kepulauan Riau 1

Sulawesi Utara 3 Maluku 1

Sumber: Diolah dari sejumlah pemberitaan



Jenis Peristiwa Penembakan Gas Air Mata 
Tahun 2015-2022

Sumber: Diolah dari sejumlah pemberitaan



Provinsi Kasus

Bali 1

Banten 1

DI Yogyakarta 1

Gorontalo 1

Jakarta 2

Jambi 1

Jawa Barat 3

Jawa Tengah 3

Jawa Timur 2

Kalimantan Barat 1

Kalimantan Timur 1

Lampung 1

Riau 1

Sulawesi Selatan 2

Sumatera Barat 1

Sumatera Utara 1

Total 23
Sumber: Diolah dari sejumlah pemberitaan

Sebaran Wilayah dan Waktu 
Penembakan Gas Air Mata saat Aksi 
Omnibus Law



Temuan



Sumber: LPSE Polri

Dugaan Perusahaan Tidak Memiliki Kualifikasi

KBLI 46900, KBLI 47739

23 Desember 2020



Dugaan Perusahaan Tidak Memiliki Kualifikasi

KBLI 46900, KBLI 47739

24 Januari 2020



Kode KBLI Judul KBLI Kode KBLI Judul KBLI Kode KBLI Judul KBLI

45101 Perdagangan besar mobil baru 46422 Perdagangan besar barang 
percetakan dan penerbitan 
dalam berbagai bentuk

46591 Perdagangan besar mesin kantor dan 
industri pengolahan, suku cadang dan 
perlengkapan

45301 Perdagangan besar suku 
cadang dan aksesoris mobil

46430 Perdagangan besar alat 
fotografi dan barang optik

46592 Perdagangan besar alat transportasi laut, 
suku cadang dan perlengkapan

45401 Perdagangan besar sepeda 
motor baru

46491 Perdagangan besar 
peralatan dan perlengkapan 
rumah tangga

46593 Perdagangan besar alat transportasi darat 
(bukan mobi, sepeda motor, dan 
sejenisnya), suku cadang dan 
perlengkapannya

45405 Perdagangan besar suku 
cadang sepeda motor dan 
aksesorisnya

46511 Perdagangan besar 
komputer dan perlengkapan 
komputer

46594 Perdagangan besar alat transportasi 
udara, suku cadang dan perlengkapannya

46419 Perdagangan besar tekstil, 
pakaian dan alas kaki lainnya

46523 Perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi

61300 Aktivitas telekomunikasi satelit

Sumber: Akta Perusahaan PT Anugerah Cipta Kreasindo, pembaharuan per Januari 2022, AHU

Dugaan Perusahaan Tidak Memiliki Kualifikasi



Analisis Dugaan Perusahaan Tidak Memiliki 
Kualifikasi
1. Patut diduga PT ACK tidak memiliki syarat kualifikasi karena tidak memiliki KBLI 46900, KBLI 

47739. Hal ini diperkuat dari dokumen akta perusahaan atas nama PT ACK yang diperbaharui 

per Januari 2022 dan tidak informasi mengenai dua kualifikasi di atas. 

2. Patut diduga Pokja Pemilihan secara sengaja meloloskan PT ACK dan mengabaikan syarat 

kualifikasi.

3. Apabila syarat kualifikasi tidak dapat terpenuhi pada saat proses pemilihan maka tender harus 

dinyatakan gagal sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Kondisi ini berpotensi menimbulkan maladministrasi karena pokja pemilihan patut diduga 

mengabaikan syarat kualifikasi.



Dugaan Potensi Kemahalan Harga

Sumber: SiRUP dan LPSE Polri

Volume pekerjaan: 187 unit
Nilai kontrak: Rp49.860.450.000
Pemenang: PT. Tri Manunggal Daya Cipta

1. Pada tahun 2022 kepolisian membeli pepper projectile 
launcher sebanyak 187 unit dengan nilai kontrak 
sebesar Rp49,86 miliar.

2. Apabila dihitung, maka harga satu unit barang sebesar 
Rp266,6 juta.



Dugaan Potensi Kemahalan Harga

Sumber: https://pttmdc.com/ Sumber: https://byrna.com/products/byrna-ep-launcher

Harga Byrna EP launcher : $479.99 USD
Kurs USD terhadap Rp : Rp6.924.710

Sumber: Bank Indonesia, 24 Februari 2022



Analisis Dugaan Potensi Kemahalan Harga
1. Penandatanganan kontrak pengadaan pepper projectile launcher dimulai pada tanggal 20 Januari 2022 

hingga 24 Januari 2022.
2. Jika masa penandatanganan kontrak berakhir pada 24 Januari 2022, maka asumsi tim peneliti, pemenang 

kontrak dapat membeli/ menyediakan barang 1 (satu) bulan setelahnya, yakni 24 Februari 2022.
3. Harga barang di toko resmi yang menjual pepper projectile launcher senilai $479.99 USD atau sekitar Rp6,9 

juta per unit berdasarkan kurs usd terhadap Rp dari Bank Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022.
4. Barang yang dibeli oleh kepolisian sebanyak 187 unit. Jika dihitung dengan biaya lain-lain, maka 

perhitungannya adalah sebagai berikut:
a. Ongkos kirim (10%)
b. Biaya administrasi (5%)
c. Keuntungan (10%)

5. Seluruh total biaya lain-lain yang adalah sekitar 25 persen sehingga asumsi perhitungannya adalah sebagai 
berikut:
a. Harga barang x Qty = Rp6.924.710 x 187 unit = Rp1.294.920.795
b. Biaya lain-lain (25%) = Rp1.294.920.795 x 25% = Rp323.730.199
c. Estimasi Total Pengadaan 187 unit pepper projectile launcher = Rp1.294.920.795 + Rp323.730.199 = 

Rp1.618.650.993

http://lpse.polri.go.id/eproc4/lelang/17709044/jadwal


Analisis Dugaan Kemahalan Harga

1. Apabila menghitung selisih antara kontrak yang dimenangkan oleh pemenang tender dengan 
perkiraan penghitungan yang dilakukan oleh tim, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak Pemenang Tender - Perkiraan Penghitungan Tim Peneliti

Rp49.860.450.000 - Rp1.618.650.993 = Rp48.241.799.007

2. Berdasarkan hasil penghitungan mandiri yang dilakukan oleh tim, maka diduga adanya 
kemahalan harga yang ditetapkan oleh kepolisian saat membuat pagu anggaran. Hal ini 
berdampak terhadap adanya potensi pemborosan dan dugaan kemahalan harga sekitar 30 kali 
lipat dari harga yang ditawarkan oleh Byrna selaku produsen projectile launcher. 



Dugaan Persaingan Usaha Semu/ Arisan 
Pengadaan

Sumber: Diolah dari berbagai data/ informasi



Dugaan Persaingan Usaha Semu/ 
Persekongkolan Horizontal

Sumber: LPSE Polri



Dugaan Persaingan Usaha Semu/ 
Persekongkolan Horizontal

Sumber: LPSE Polri



Dugaan Persaingan Usaha Semu/ 
Persekongkolan Horizontal

Sumber: PT. Pindad (Persero) Sumber: Detik.com



Analisis Dugaan Persaingan Usaha Semu/ 
Persekongkolan Horizontal

1. PT DGSP dan PT WSP saling bersaing pada sejumlah 6 paket pengadaan. Seluruh pengadaannya dimenangkan 
oleh masing-masing perusahaan, baik itu PT DGSP atau PT WSP. Hal ini mengindikasikan adanya potensi arisan 
dalam pengadaan sehingga telah diatur sejak dalam proses perencanaan.

2. Amunisi gas air mata caliber 38 mm diproduksi oleh PT Pindad (Persero).
3. Tender yang dilakukan oleh Kepolisian tidak diperlukan karena tidak efektif dan efisien sehingga berpotensi 

terjadinya pemborosan.
4. Kepolisian dapat langsung menunjuk PT Pindad selaku produsen amunisi gas air mata sehingga harganya dapat 

jauh lebih murah.
5. Hal ini patut diduga untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan pemenang, yakni PT DGSP dan PT WSP.
6. Dengan adanya kondisi di atas, patut diduga 6 pengadaan tersebut telah adanya upaya persekongkolan 

horizontal.



Dugaan Adanya Perusahaan Boneka



Dugaan Adanya Perusahaan Boneka

Sumber: Kementerian Sosial, Cek Bansos Sumber: Akta Perusahaan, AHU

Tahun lahir/ umur: 1986/ 37 (2023)
Nama penerima: MULxxxx



Dugaan Adanya Perusahaan Boneka

Pos Keamanan
Kp. Gaga, Semanan

Sumber: cekbansos.kemensos.go.id (hasil tangkapan 

layar pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 11.06 WIB)

Sumber: Google Maps



Analisis Dugaan Adanya Perusahaan Boneka

1. Diduga terdapat kesamaan antara nama (MUL), alamat (Kp. Gaga/ Semanan), dan umur (1986/ 37 tahun) dari 
salah satu pemilik saham PT MBS yang bersumber dari akta perusahaan dengan penerima bansos melalui 
cekbansos.kemensos.go.id.

2. Berdasarkan akta perusahaan diketahui bahwa MUL memiliki saham sebesar Rp240 juta. Jika ditelusuri 
alamatnya melalui peta, diketahui bahwa MUL tinggal di Kp. Gaga, Kelurahan Semanan, Jakarta Barat. Apabaila 
ditelusuri secara mendalam mendalam, alamat milik MUL patut diduga tidak sesuai dengan profil kekayaannya.



Kesimpulan

1. Sejak pemerintahan Joko Widodo, alokasi anggaran untuk kepolisian cenderung meningkat. 

2. Kepolisian mengelola anggaran sekitar 35 persen atau sebesar Rp303,5 triliun untuk pengadaan dari total 

uang yang dimilikinya sejak tahun 2015.

3. Kepolisian telah membeli lebih dari 868 ribu amunisi dan lebih dari 36 ribu pelontar gas air mata. Selain 

itu, sejak 2020 pemerintah telah membeli 17 pelontar gas air mata dengan menggunakan drone.

4. Pada 2017 terjadi lonjakan drastis yang mana kepolisian melakukan banyak pembelian peralatan gas air 

mata dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya 2-5 pengadaan per tahun.

5. Terdapat 4 temuan yang mengindikasikan pelanggaran pada proses pembelian perlengkapan gas air mata, 

yakni:

a. Dugaan perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi namun tetap dimenangkan oleh panitia 

pengadaan

b. Dugaan potensi kemahalan harga hingga 30 kali lipat dari harga yang wajar

c. Dugaan persaingan usaha semu/ persekongkolan horizontal antara 2 perusahaan pada 6 paket 

pengadaan

d. Dugaan adanya perusahaan boneka yang diragukan kapasitasnya



Rekomendasi

1. Mendesak Presiden agar mengevaluasi kinerja Kapolri dan memangkas anggaran Polri terutama pada 

aspek pembelian peralatan dan perlengkapan yang dapat merepresi warga.

2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III agar segera memanggil Polri untuk meminta 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dan penggunaan peralatan gas air mata yang 

menimbulkan korban jiwa, salah satunya saat tragedi Kanjuruhan.

3. Mendesak agar Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terhadap sejumlah 

pengadaan yang patut diduga terjadi persekongkolan horizontal.

4. Mendesak agar Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi 

pada beberapa pengadaan yang diduga mengabaikan prosedur administratif, misal saat memilih 

pemenang pengadaan.

5. Mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan dengan 

tujuan tertentu perihal pengadaan diduga berpotensi merugikan keuangan negara akibat adanya 

kemahalan pagu anggaran yang dirancang sejak proses perencanaan.

6. Mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) untuk segera mempercepat 

memperbaharui LPSE agar informasi kontrak pengadaan dapat dapat diakses oleh publik.



Terima kasih


